BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1.

Pertanggungjawaban hukum perusahaan asuransi diatur dalam Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, bahwa perusahaan
asuransi dilarang membuat tindakan yang dapat memperlambat
penyelesaian pembayaran klaim, pembayaran klaim asuransi jiwa kepada
pemegang polis harus dilakukan transparan, cepat, dan adil.
Pertanggungjawaban hukum penaggung tidak terlepas dari prinsip tanggung
jawab, yaitu prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (presumption
of liability principle), dan prinsip tanggung jawab mutlak.
Pertanggungjawaban hukum penanggung juga dijelaskan Poin | Bab IV
Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.0JK.05/2016 tentang Saluran Pemasaran
Produk Asuransi Melalui Kerjasama Bank (Bancassurance), bahwa
perusahaan (yakni penanggung) bertanggung jawab atas produk asuransi
tertanggung atau pasca perjanjian, bila tertanggung tidak meninggal dunia.
Upaya hukum yang dapat ditempuh tertanggung agar dapat menyelesaikan
tindakan wanprestasi dari penanggung, Yaitu melalui lembaga jasa
keuangan itu sendiri (internal dispute resolution), dan menyelesaikannya di
luar perusahaan asuransi, yaitu mengajukan gugagatan di pengadilan
(litigasi), dan non litigasi. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah
melakukan somasi/ teguran kepada penanggung. Membawa sengketa klaim

tersebut ke pengadilan (badan peradilan), sedangkan jalur non litigasi dapat
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diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS)
melalui pengawasan OJK. Tertanggung dapat mengajukan upaya
peneyelesaian di luar pengadilan melalui LAPS jasa keuangan bidang
asuransi, yaitu Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAL).
BMAI menyediakan tiga cara penyelesaian sengketa klaim, yaitu mediasi,
adjudikasi, dan arbitrase.

Saran

Pegang kendali asuransi anda. Pemegang asuransi perlu menghitung uang

pertanggungan jiwanya yang baik dan benar. Tujuan perhitungan uang

pertanggungan tersebut tidak terlepas dari jenis kebutuhan asuransi jiwa yang

diinginkan pemegang polis;

Pemegang polis disarankan agar mebaca ketentuan yang tertera di dalam polis

tentang jenis asuransi yang dimiliki dan lakukan segera pengajuan untuk

pencairan pembayaran klaim agar pada saat jatuh tempo polis tersebut tidak

mengalami lewat waktu (lapse);

Cermat membaca setiap ketentuan polis. Periksa dengan rinci mengenai

keuntungan dan kerugian dari jenis asuransi yang anda pilih;

Perusahaan asuransi perlu membayar klaim manfaat asuransi sesuai Pasal 31

ayat 3 dan 4 Undang-Undang Perasuransian sebagai komitmen untuk

melaksanakan kewajibannya kepada tertanggung/ pemegang polis sesuai jatuh

tempo yang diperjanjikan di dalam polis;

Perusahaan asuransi tidak memperlambat penyelesaian pembayaran klaim

dengan menawarkan perpanjangan. Tertanggung harus mendapat haknya dulu.
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